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Hukum Mesti
Dyauhkan dar1 Politik

Fenomena belakangan menunjukkan
sinyal adanya calon presiden yang
difavoritkan pemerintah, sedangkan
calon lainnya cenderung dijegal.
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UNCULNYA
kasus lama di
Komisi Pem-
berantasan
Korupsi {KPK) seperti yang
terjadi pada bakal calon
wakil presiden (hacawa-
pres] Muhaimin Tskandar
(Cak Imin) dinilai memuat
niat terselubung. Dugaan
upaya penjegalan tidak biza
dikresamplingkan,

Lks Wakil Ketua KPK Saut
Simumorang menilal upaya
mengadang pendamping
bakal ealon presiden Anies
Baswedan itnuntuk berkan-
restasi di Pemilihan Presi-
den (Pilpres) 2024. Para kan-
didat disaring hingga hanva
yang ada di barizan tertentu
vang bisa berkomperisi.

Saul menangkap sinyal
ada calon presiden yang
difavoritkan pemerintah,
sedangkan calon lainnya
renderung dijegal.

“Dralam riga hingga empat

rehun ini ada faveritsme
pada yang lain. tapi hah-
kan sama sekali tidak pada
calon ini. Naif dong kalau hi-
lang tidak ada politknya?”
ujar Saut dalam diskusi
virmal Crosscheck berjudul
Oboic-Obok Kasus Masa Lalu
Jelang Pewmilu, Kemarin,

WMuhaimin yang juga Ke-
ma TTmum Parrai Kebangkit-
an Bangsa (PKE) haru-haru
ini dipanggil KPK terkait
dengan dugaan korupsi di
Kementerian Ketenagaker
jaan pada 201Z. Cak Imin
sempat menjabat schagal
Menteri Ketenagakerjaan
periode 2009 hingga 2014,

Saut mengatakan herkaca
dari vang dialami Cak Imin,
penegakan hukum terkesan
sarat kepentingan politik, 1o
membandingkan sikap KFK
saalind dengan eranya men
jabat. Kala itu, pimpinan
KPE scpakor menunda
pengusutan dugaan kasus
peserta pemilu menjelang
pesta demokrasi.

“Malam konteks ini kita

ingin hati-hati ketika ada
kontestasi. Toh kita ridak
akan kiamal." papar dia.

Saut mengajak scluruh
pihak mengawasi dan mela-
wian masuknya kepentingan
palitik dalam proses hukum.
Pakar hukum tata negara
Refly Harun juga meng-
ingatkan urusan hukum
harus bebas dari politik.
Lembaga penegak hukum
diharapkan mampu menja-
ga integritas, independenst,
dan murahnya.

*Orang bilang KPK inde
penden, ya dulu. Sekarang
arang paham im dijadikan
alat politik,” papar dia.

Refly mengaku pernvataan
tersebut bukan opini dirinya,
melaimkan hasil survei oleh
Voxpol Center yang menye-
but mayoeritas masyorakat
percaya penegakan hukum
untk kepentingan politlk,

Di sisi lain, menunda pro-
ses hukum dugaan korupsi
terhadap peserta pemilu,
menurut Refly, dilematis.
Para aktivis antikorupsi je-
las akan mempertanyakan,

Sebaliknya, bila yang di-
kuak sudah lama terjadi,
tentu memhbuat TI'IH.‘TFFJTH—
kat bertanya-tanya. Bah-
kan, menimbulkan asumsi
bahwa proses hukum se-

senrang hiza dicari-cari.

“Apalagi menersangka-
kan orang mudah sekali di
republik ind, dard kasus ko
rupsi atau menyebar berita
bohong yvang paling gam
pang.” ujarnya.

Refly pun mengajak publik
melihat dari kacamata vang
lebih luas. Tujuan utamanya
ialah menjauhkan prozes hu-
kum dari polidk,

Penjegalan

Ui kesempatan yang sama,
pengamat politik Rocky
Gerung mengatakan upaya
menjegal Anies sudah sem-
pat dilakukan. Namun.
Anies lolos dari penjegalan
karena tidak ditemukan
bultd vang cukup,

“Menjegal Cak Imin, itu
yang ikini) divpavakon,”
ujar Rocky.

Ta meragukan KPK punya
inisiatif sendiri mengulik
kasus di Kemenaker irm.
Pemeriksaan yang terkesan
mendadak pada Cak Imin
memancing dugaan ada
pihak yang menggerakkan.

“Mesti kita anggap ada
mgstermind yoang mengge
rakkan KPK supaya melaku-
kan aktivitas pemeriksaan
yang konyol semacam ini”
tandas Rocky. (P-2)
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